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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat

dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab| Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan

Ba

an titik di atas)

an titik dibawah)

et (dengan titik diatas)
B Zai z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy esdan ye
o= Sad S Es (dengan titik di bawah)
o= Dad D De (dengan titik di bawah)
b Ta T Te (dengan titik di bawah)
L Za z Zet (dengan titik di bawah)

viii



& ‘ain ‘ Apostrof terbalik
& Gain g Ge
—a Fa f Ef

A Qaf q Qi

S Kaf Kk Ka

J Lam I El

2 Min m Em

Hamzah (+) ya

pun. Jika ia terlete

1. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda

Nama

HurufLatin

Nama

fathah

A

kasrah




damma U U

—_—

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda

Nama

Huruf Latin

Nama

&

3

adan i

adan u
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ABSTRAK

M. AL — MUNAJIB, 2022. “Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di
Wilayah Adat Kalotok Dalam Persfektif Hukum Islam”.
Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing
oleh Anita Marwing dan Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku zina di wilayah
adat kalotok dalam persfektif hukum islam. Penelitian ini bertujuan: untuk
mengetahui ketentuan sanksi adat kalotok bagi pelaku zina, untuk mengetahui
hukum islam bagi pelaku zina, dan untuk mengetahui perbedaan dan sanksi adat
dan hukum islam bagi pelaku zi enis penelitian yang digunakan adalah
penelitian lapangan dengan_ai gkatan historis dan yuridis. Teknik
pengumpulan data dg pgan cara observasi lokasi
penelitian, wawz emudian mengambil

dokumentasi. pemberian sanksi
bagi pelaku z ukum islam dapat
peneliti simp penyelesaian kasus

ektif hukum islam
an dari saksi harus
enyelidikan  terkait
korban serta saksi
dalam pertem sebut. 2)Persamaan
hukum adat d pat dilihat dari segi
pengertian tentangu@ina, Kateds enyelesaian. Perbedaan
3 am terkait kasus zina adalah
pemberian sanksi atau huk 2Ku zina. 3)Pemberian sanksi bagi
pelaku zina di wilayah adat kalotG dp mengikuti syariat islam yang berlaku
dan juga tujuan utama dari prosesi pelaksanaan sanksi atau hukuman tersebut
bukan hanya sebatas ritual (sembahan) tapi lebih daripada itu adalah doa-doa yang
dikirimkan kepada Allah SWT tentang permohonan ampun atas kesalahan yang
dilakukan di wilayah adat kalotok adalah inti dari prosesi tersebut.

perzinahan dz
secara umum
dipastikan k¢
kebenaran ka

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Islam, dan Pelaku Zina.
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ABSTRACT

M. AL - MUNAJIB, 2022. "Implementation of Customary Sanctions for
Adultery Perpetrators in the Kalotok Customary Area in
the Perspective of Islamic Law" A thesis of Constitutional
Law Study Program, Faculty of Syariah, Stated Islamic
Institute of Palopo ( IAIN Palopo ) Under supervisor,
Anita Marwing dan Nirwana Halide.

This thesis discusses the implementation of customary sanctions for adulterers in
the Kalotok customary area from the perspective of Islamic law. This study aims:
to determine the provisions of the traditional Kalotok sanction for adulterers, to
find out Islamic law for adultere ind out the differences and traditional
sanctions and Islamic law fQ The type of research used is field
research using historica data collection technique in
this study was b Bterviewing the Kalotok
indigenous sts sed on the research
conducted on Kalotok customary
area from the onclude the results
of the study a ases in the Kalotok
customary ar , in general, has
similarities. ust be confirmed.
Second, re-in he perpetrators and
victims as we ed to the discussion
of the case. 2 Kalotok customary
area and Isla ery, the category of
adultery, and stomary law in the
Kalotok customary ai8ama NC W Fe ory cases is the provision
of sanctions or punis JOLNETY . Imposition of sanctions for
follows the applicable Islamic
Shari‘a and also the main purpose™¢ procession of implementing the sanctions
or punishments is not only a ritual (worshipping) but more than that prayer sent to
Allah swt. regarding requests. forgiveness for mistakes made in the Kalotok
customary area is the essence of the procession.

Keywords: Customary Law, Islamic Law, and Adultery.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum
agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun

pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah

masa lalu Indonesia yang [ jajahan dengan sebutan Hindia-

Belanda (Nederlapg

abagian besar masyarakat
Indonesia me syariat Islam lebih
banyak teruta risan. Selain itu, di
Indonesia jug dalam perundang-
undangan atg dari aturan-aturan

setempat dari yah nusantara.’

seluruh nusantara. Kemudian dibentuk pula apa yang dinamakan Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang telah merumuskan berbagai deklarasi,
pernyataan, program dan upaya-upaya Yyang menyangkut pemberdayaan
masyarakat adat yang sudah pasti juga menyangkut lembaga adat yang perlu
mendapat perhatian kita bersama.Berdasarkan kongres tersebut telah ditegaskan
bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal

usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki

"Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 52.



kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam,kehidupan sosial budaya yang diatur
oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan
masyarakat. Dalam kongres tersebut telah dikeluarkan suatu Keputusan No.
02/KMAN/1999 tanggal 21 Maret 1999 tentang Deklarasi Aliansi Masyarakat
Adat Nusantara (AMAN) terdiri dari :

1. Adat adalah sesuatu yang bersifat luhur dan menjadi landasan kehidupan

masyarakat adat yang utama.

2. arena itu tidak ada tempat bagi
kebijakan neg

3. Jauh sebg G : tara telah terlebih

dahulu m sebagaimana yang

harus menghormati

4. sia yang lain. Oleh

sebab itu, warga arakat a ber alfis"Kehidupan yang layak dan
pantas menurut nilai-nila gerlaku. Untuk itu seluruh tindakan
negara yang keluar dari kepatutan kemanusiaan universal dan tidak sesuai
dengan rasa keadilan yang dipahami oleh masyarakat adat harus segera

diakhiri.



5. Adat dasar rasa kebersamaan senasib sepenanggungan, masyarakat adat
nusantara wajib saling bahu membahu demi terwujudnya kehidupan

masyarakat adat yang layak dan berdaulat.?

Reformasi yang terjadi saat ini telah membawa perubahan cukup signifikan
di semua tataran hukum di Indonesia, dan salah satunya juga yang berkaitan

dengan masalah (Hukum) Adat. Dengan bertitik tolak pada hal tersebut, cita-cita

pembangunan hukum nasional da Jjudkan Sistem Hukum Nasional dalam

kerangka Negara Kesa R1) yang adil, konsekuen dan
tidak diskri masyarakat dalam
mentaati sega kan Sistem Hukum
Nasional ters ara langsung oleh
budaya (huk rakat. Hukum adat
(walaupun tid an hukum nasional
telah pula me gan perkembangan
hidup masyarakat ada dm adat adalah hukum yang
hidup karena ia menjalankan pefa dkum masyarakat secara nyata. Hal ini
dimungkinkan karena hukum adat tersebut berurat dan berakar pada kebudayaan
masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber
pembentukan hukum nasional tetap memiliki kedudukan yang sangat penting.
Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, hukum adat yang merupakan
hukum yang hidup (living law) adalah salah satu unsur yang diakui urgensinya.

Hukum adat berfungsi melengkapi dan mendinamiskan aturan hukum yang

>Ahmad Ubbe “Perkembangan hukum adat di Provinsi Sulawesi Selatan Departemen Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2005, 1.



berlaku secara tertulis. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B

Undang-Undang Dasar 1945 :

a) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-
undang.

b) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

m sesuai Rencana
Pembanguna i . 04- 2009 diarahkan
hukum, struktur
(kelembagaan a dilakukan melalui
upaya penataan ali i Injauan dan penataan
kembali peraturan perunde mewujukan tertib perundang-
undangan dengan memperhatikan asaS"umum dan hierarkhi perundang-undangan,
dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk
memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi
sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional. Untuk
mendukung upaya pembentukan sistem hukum nasional tersebut, pembinaan dan
pengembangan hukum dan hak asasi manusia terus ditingkatkan dengan berpijak

pada sistem nilai yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat serta berpihak

kepada rasa keadilan masyarakat yang mengandung nilai penghormatan dan



perlindungan terhadap hak asasi manusia. Mengingat kedudukan hukum adat
memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembentukan sistem hukum nasional,
maka sesuai dengan kemajuan kehidupan masyarakat akan dilandasi pula oleh
perkembangan hukum adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat itu sendiri.
Hal ini akan berdampak secara langsung dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan daerah khususnya dan peraturan perundang-undangan

nasional secara umum. Dalam pegbentukan peraturan perundang-undangan

daerah sudah seharusnya adang-undang perlu mengadopsi

hukum yang ber|z ing agar aturan hukum
yang dibuat akat daerah yang
bersangkutan. Departemen Hukum
dan Hak Asa i insti akukan pembinaan
hukum nasio ' idang hukum adat,
monografi hukum
adat. Bertolak dari erse DU, IS gienganggap perlu melakukan
penelitian tentang Perbandinga at Di Propinsi Sulawesi Selatan di

Wilayah Adat Kalotok.

Hal ini didasarkan pula dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32
Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa dampak pada pola kehidupan
bernegara khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di

masing-masing daerah untuk mengembangkan potensi budaya dan adat yang



hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai amanat Pasal 18B Undang-

Undang Dasar 1945.3

Perlu diketahui bahwa adat tersebut merupakan salah satu aset bangsa yang
tidak ternilai harganya, sekaligus menjadi perekat bangsa. Di samping itu bangsa
Indonesia adalah masyarakat yang agamis. Antara agama, budaya, dan adat, pada
sisi tertentu terlihat berjalan seirama, namun pada sisi-sisi tertentu, terkadang

terjadi pertentangan antara keduag skursus tentang hukum adat dalam suatu

masyarakat terus berlagj ang kontra. Pendukung hukum

adat sering mg fida sebagai orartg adat, bahkan lebih

dari itu, kau ang telah berupaya
mewariskan s mengherankan jika
kalangan tua t. Sementara kaum
yang kontra @ harus ditinggalkan.
Mempertahanke dak relevan dengan
perkembangan. Bahka : 3 dbah dan disesuaikan dengan
konteks kekinian. Terlepas dari O¢ 90 yang berlawanan tentang keberadaan
adat, kenyataannya dalam masyarakat adat masih tetap diperlihara dan
dipertahankan. Para teoritis hukum Islam sepakat bahwa adat urf shahih, baik
dalam bentuk am (umum) maupun dalam bentuk khas (khusus) dapat dijadikan
sebagai dalil dalam hukum Islam. Yusuf Qardawi, misalnya mengatakan bahwa
reaktulisasi hukum Islam merupakan kebutuhan yang bersifat terus menerus. Hal

itu disebabkan karena realita kehidupan senantiasa berubah, begitupun kondisi

$Ahmad Ubbe “Perkembangan hukum adat di Provinsi Sulawesi Selatan” Departemen Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2005, 10.



masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Hukum
Islam itu tetap relevan bagi setiap tempat dan zaman, serta selama hukum Islam
itu menjadi “kata pemutus” atas setiap persoalan umat manusia, maka
pemanfaatan urf merupakan suatu keharusan. Hal itu dimaksudkan untuk
memelihara kemaslahatan dan menghindari kesempitan. Pemberlakuan hukum
adat sesuai dengan maslahah adalah salah satu asas dan prinsip hukum Islam

dengan syarat selama adat itu tidak sak prinsip-prinsip asasi dari agama.

B. Batasan Masalah
Penelitia a adat bagi pelaku

zina di wilaya

penelitian ini
1. Bagaimanad igilaku zina?
2. Bagaimana tinjauan
3. Perbedaan sanksi adat dan huktim islam bagi pelaku zina?

D. Tujuan penelitian
1. Untuk mengetahui ketentuan sanksi adat kalotok bagi pelaku zina.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam bagi pelaku zina.

3. Untuk mengetahui Perbedaan sanksi adat dan hukum islam bagi pelaku

zina.



E. Manfaat penelitian
Adapun manfaat penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teotritis
Manfaat teoritis penelitian adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan
tentang defenisi dan ruang lingkup penelitian terhadap perbandingan hukum
adat dan hukum islam mengenai zina di wilayah adat Kalotok.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dg alah untuk memperkaya keilmuan

tentang perh gengenai zina.

Huku 5a masyarakat yang
berwenang mg agai peraturan yang
mengikat bag entu, dengan tujuan

untuk mengac



BAB Il

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian
yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang

akan diteliti tetapi memiliki perbedaan masalah yang akan di kaji dalam

penelitian ini. Dari penelian
1. Penelitian yang ., ML.H., APU dengan
judul Perkem atan. Penelitian ini
dimaksudkan Propinsi Sulawesi
Selatan dikait era otonomi daerah.
Hal ini perlu dat yang berlaku di
Sulawesi Sela nasi | asva Jan didasari pula di
era otonomi daera af i ] ap-tia@ @aerah untuk mengangkat
hukum adat yang berlaku da sYa ebagai suatu perundang-undangan
daerah.*
2. Penelitian yang di lakukan oleh Wahyuni dengan judul Penerapan Hukum Adat

“Rambu Langi” di Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan saksi adat Rambu

*Ahmad Ubbe “Perkembangan hukum adat di Provinsi Sulawesi Selatan” Departemen Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2005, 14.
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Langi menurut hukum adat Sassa dan akibat hukumnya terhadap status kawin lari
serta bagaimana eksistensi sanksi adat Rambu Langi terhadap kawin lari.’

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ivon Yunita P. Sampepadang Penelitian ini
bertujuan Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap Rampanan Kapa’
(perkawinan) Sule Langngan Banua di Kabupaten Toraja Utara dan untuk
mengetahui keabsahan hukum dari Rampanan Kapa“ (Perkawinan) Sule

Langngan Banua ditinjau dari UU Nggl tahun 1974 tentang perkawinan.®

B. Deskripsi Teori

1. Hukum Ada

terbentuk dar memiliki nilai dan

dijunjung ser esia aturan-aturan

tentang segi iadi turan hukum yang

upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat
dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh
masyarakat menjadi cukup penting. Adat merupakan norma yang tidak tertulis
namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang

melanggar adatistiadat akan menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang sacara

SWahyuni “penerapan sanksi adat rambulangi terhadap kawin lari di desa Sassa kec.Baebunta
kab.Luwu Utara”. Skripsi, (Makassar: universitas Hasanuddin , 2018), 3.

®Ivon Yunita “Rampanan kappa (Perkawinan) Sule langan banua di kabupaten Toraja Utara
(Suatu tinjauan atropologi Hukum)”. Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), 5.
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tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya
perceraian, maka tidak hanya yang bersangkuatan yang mendapatkan sanksi atau menjadi
tercemar, tetapi seluruh keluarga atau bahkan masyarakatnya. adat yang merupakan
tanda pengenal yang membedakan antara hukum adat dengan adat.

Adat bagi suatu bangsa merupakan ruh yang menggerakkan bangsa atau suku
tersebut untuk menjaga eksitensi dan jati dirinya. Adat bukan saja bagian dari

benda-benda peninggalan sejarah dan tata cara prilaku hidup masyarakat

setempat, tapi juga merupakag apnata sosial yang berfungsi sebagai

suatu lembaga yagae pDersoalan yang muncul
dalam masya awai, adat sebagai
institusi, wal bentuknya seperti
lembaga-lemb memainkan peran

pentingnya da

ILO 1989) masyarakat
adat adalah masyarakat yang d-negara merdeka di mana kondisi
sosial, kultural, dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian
masyarakat lain di negara tersebut dan statusnya diatur baik seluruh maupun
sebagian oleh masyarakat adat dan tradisi masyarakat tersebut atau dengan

payung hukum dan atau pengaturan khusus.

Sementara itu, dalam dokumen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara disebutkan
bahwa masyarakat adat adalah komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara

turun-temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem
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nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas. Selain itu juga
peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.5 (1999), menyebutkan bahwa
masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum
adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan

tempat tinggal maupun atas dasar keturunan.

Dalam hasil penelitiannya tentang Sistem Sosial Budaya Kampung Kuta,

Kusmayadi Et Al. mengungkapka g masyarakat adat dari sejak munculnya

republik ini bahkan _sg divvarnai  ketidak adilan dan
dipandang “sq saat ini, berangkat
dari pengala leri aka kan kesadaran baru
oleh negara selama
lebih dari 30 ber ketidak adilan
hukum dan at adat. Pertama,
kebijakan-kebijaka J’nengawalnya sudah
yang secara kultural tidak beraka orinsip-prinsip hukum sebagaimana yang

dikenal dalam beragam sistem sosial-budaya masyarakat adat yang tersebar di

seluruh pelosok nusantara.

Kedua, berbagai produk hukum yang mengatur atau berhubungan dengan
hak-hak masyarakat adat dibuat saling kontradiktif satu sama lain atau dibuat
mengambang (tidak jelas), sehingga tidak memungkinkan adanya kepastian
hukum yang bisa memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak

masyarakat adat.
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1) Pengertian Lembaga Adat

Istilah lembaga adat merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari kata
“lembaga” dan ‘“adat”. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut
Institution yang bermakna pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari
pengertian literal ini, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang
menunjukkan kepada pola prilaku manusia yang mapan terdiri dari

interaksi sosial yang memngi tur dalam suatu kerangka nilai yang

apisan-lapisan yang ada pada

uk organisasi yang
anan-peranan, dan
empunyai otoritas

n-kebutuhan sosial

2)

Kita misalkan saja pada satu contoh dimana mengkaji tentang Asal Usul
Masyarakat Sulawesi Selatan dimana adat istiadat suatu komunitas dapat
diketahui secara lebih detil dengan terlebih dahulu dikaji asal usul
masyarakat tersebut, apakah masyarakat tersebut suatu kelompok yang

homogen dan telah sangat lama menetap di pemukiman tersebut atau

” Mohammad Daud Ali, Hukumlslam (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 216
® Hendropuspita, Sosiologi Agama, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), hal.114
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heterogen yang merupakan kumpulan pendatang lalu mendiami suatu

daerah.

Sebagai perbandingan dapat pula diketengahkan pendapat para sarjana
antropologi yang dapat memberikan gambaran perbedaan antara hukum adat dan
adat.’

1) Menurut Bronislaw Malinowsky Perbedaan antara kebiasaan dengan

hukum didasarkan pada iteria yaitu sumber sanksinya dan

anksi dan pelaksanaannya
an kelompok. Pada

suatu kekuasaan

2) Menu § ¢ A pakan sarana yang
n perselisihan yang
aturanaturan yang
dalam masyarakat. Setiap
masyarakat mempunyai [€ baga hukum dalam arti ini, dan juga
lembaga-lembaga non hukum lainnya. Hukum terdiri dari aturan aturan
atau kebiasaan yang telah mengalami proses pelembagaan kembali
(reinstitutionalization). Lembaga-lembaga hukum berbeda dengan

lembaga-lembaga lainnya atas dasar dua kriteria. Pertama-tama hukum

memberikan tentang Kketentuan tentang cara-cara menyelesaikan

°Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Figh Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, (Bandung:
Pustaka Setia, 2000), 69.
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perselisihan antarlembaga dan aturan yang menyangkut aktifitas lembaga
itu sendiri.
3) Menurut Lépold Pospisil Untuk membedakan hukum dari kaidah-kaidah
lainnya dikenal empat tanda hukum, yaitu :
a. Wewenang ( attribute of authority) Wewenang (atribut otoritas)
menentukan aktifitas kebudayaan yang disebut hukum adalah

putusanputusan melalui guatu mekanisme yang diberi kuasa dan

pengaruh di Putusan-putusan itu - memberi
disebabkan oleh karen
diri individu; (ii)
serangan-serangan

erhadap keamanan

mempunyai jangka waktu panjang dan harus dianggap berlaku juga
terhadap peristiwa-peristiwa serupa pada masa yang akan datang.

c. Kewajiban Kewajiban ini menentukan bahwa putusan-putusan
pemegang kuasa harus mengandung rumusan-rumusan dari kewajiban
pihak kesatu. Dalam hal ini pihak kesatu dan pihak kedua harus terdiri
atas individu yang masih hidup. Jika putusan itu tidak mengandung

kewajiban maupu hak tadi, maka putusan tidak akan merupakan
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putusan hukum, dan jika pihak kedua misalnya nenek moyang yang
sudah meninggal, maka putusan hukum tadi hanyalah suatu putusan
yang merumuskan suatu kewajiban keagamaan.

d. Sanksi dalam hal ini menunjukkan bahwa putusan pihak yang berkuasa
harus dikuatkan dengan sanksi jasmaniah berupa hukuman tubuh dan
deprivasi dari milik (misalnya amat penting dalam sistem-sistem

hukum bangsa-bangsa Ergga), tetapi juga berupa sanksi rohani, seperti

misalnya menigg rasa malu, rasa benci, dan

aran  bahwa ada
kecenderunga : au akibat hukum”
utkan bahwa untuk

sebagai atrib

membedakan n kriteria sebagai

¢. Wujud Hukum Adat
Wujud hukum adat dapat kita ketahui antara lain :
1) Hukum yang tidak tertulis dan merupakan bagian yang terbesar berlaku di
lingkungan masyarakat adat.
2) Hukum vyang tertulis dan merupakan bagian yang terkecil ditemui di
lingkungan masyarakat adat yang seperti, peraturan perundang-undangan
yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan dahulu, di Jawa disebut

“pranataan-pranataan”, di Bali disebut “peswara-peswara/titiswara-
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titiswara”, di Aceh disebut “sarakata-sarakata” di Luwu disebut
“lontara”’."?

3) Uraian-uraian hukum tertulis. Lazimnya uraian-uraian ini merupakan suatu
hasil penelitian yang dibukukan seperti, antara lain buku hasil penelitian
dari R. Soepomo yang diberi judul Hukum Adat Jawa Barat dan buku hasil
penelitian dari M.M Djojodigoeno/Tirtawinata yang diberi judul Hukum

Perdata Adat Jawa Tengah.

d. Fakta fakta tentanggdi

sumber hukum di
Indonesia, sa dat sangat bersifat
tradisional da
teknologi). P« ini ji bi dat manakah yang

masih relevan

metode penelitian deskriptif analitis t€ngan pendekatan yuridis normatif, dimana
data dan informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun
dari segi pengelolaannya dilakukan secara interdisipliner dan multidisipliner serta
lintas sektoral. Data dan informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis

normatif dengan mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai hukum adat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pranata hukum adat antara lain

1\, Syamsudin, Endro Kumoro dkk, Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar Offset, 1998), 4.
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hukum waris, hak ulayat, gadai, sewa, bagi hasil masih relevan dan dapat menjadi
sumber inspirasi pembentukan hukum nasional dan menjadi sumber hukum dalam

proses penemuan hukum.

2. Hukum Islam
a. Pengertian Hukum Islam
Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah

yang didasarkan pada wahyu A dan Sunnah Rasul mengenai tingkah

laku mukallaf (orang ewajiban) yang diakui dan

diyakini, yang | mengacu pada apa
yang telah d ecara total. Syariat
menurut isti Allah Swt untuk
umatNya ya rhubungan dengan

kepercayaan iyah.

mengajarkan tentang bagaimana niéfjalankan ibadah kepada Tuhannya saja.
Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan
manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan

tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.18

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh
Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang

berhubungan dengan kepercayaan (agidah) maupun hukum-hukum yang
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berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim

semuanya.

b. Qaidah Hukum Islam

Perzinahan, dalam pengertian, hubungan seksual diluar pernikahan,
merupakan perbuatan yang secara moral tidak dapat dibenarkan menurut hukum

Islam atau syariat Islam. (QS,An-Nur 24:2). Oleh karena itu dengan kesadaran

iman dan moralnya, umat Islag akan menghindari atau menjauhinya,

terlepas hal ini diu Akan tetapi andaikata,
perzinahan ak n diundangkan dan
akan mendape a atau sanksi moral

atau social, di

dalil-dalil yang rinci. UKum syara (syari’at) adalah firman
Tuhan yang terkait dengan perbuatan manusia dewasa dan berakal
(mukallaf), baik firman itu mengandung unsur perintah, larangan,
kebolehan atau mengandung hubungan sebab, penghalang dan syarat.
Hukum Islam pada dasarnya merupakan hokum moral yang didasarkan

atas keyakinan agama. Oleh karena itu, ia pada dasarnya hanya mengikat

kepada orang Islam yang meyakininya.
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Hukum Islam secara umum dikembangkan oleh para ahlinya dengan
metodologi yang berbeda dan karenanya plural.

Hukum Islam berkembang diluar otoritas negara. la dikembangkan oleh
para ahli hukum yang dikenal memiliki otoritas. Para ahli hukum (fugaha)
dan para hakim (qgadli) baik secara individu atau kolektif, secara
independen , tanpa ada perintah dari penguasa, telah berusaha dan berhasil

menggali dan mengembangkan hukum Islam. Adanya perbedaan

metodologi yang dig jadikan hukum Islam berkembang

dalam beg ! ab-madzhab.

atas keyakinan, ia
perubahan zaman
jasi pertimbangan-

sional. Perubahan-

perubahan oleh Nabi Muhammad

sendiri . Dalam sebud dkan: ‘An Abi Hurairata qala, qala
Rasulullah saw : innallaha ‘azza wa jalla yab atsu lihadzihil ummati ‘ala
ra’si kulli mi’ati sanatin man yujaddidu laha dinaha : Abu Dawud. Abu
Hurairah meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah
Yang Maha Perkasa akan mengutus di dalam umat ini (mujadid-mujadid)

pada setiap permulaan seratus tahun, yang akan memperbaharui agama-

Nya.” Sumber:( Abu Daud, juz II ,hal 240; Misykat, hal 25, Kitabul IImi).
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Oleh karena itu, salah satu kaidah figh (hukum Islam) mengatakan bahwa
hukum itu dapat berubah jika terjadi perubahan ruang, waktu, kondisi
social budaya, atau motivasi.(taghayyuru al-ahkam bi taghayyuri amkinah
wal azminah wal al-ahwal wa al-niyyat).

Syariat Islam sebagai bentuk ideal hukum Islam memiliki tujuan

Meskipun hukum Islam itu dapat berkembang dan berubah namun

perubahan harus tetap terkendali. Perubahan harus tidak menyimpang dari

tujuan hukum Islag itu sendiri. Dibalik banyaknya

arus mengandung unsur
keadilan, kemashlahat& membawa rahmat. lbn Qayyim
dalam kitabnya [’lam al-Muwagqi’in,beliau menyatakan, fa inna al-
syari’ata mabnaha wa asasuha ‘ala hikamin wa mashalihi al- ‘ibad fi al-
ma’asy wa al-ma’ad wa hiya ‘adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa
mashalihun kulluha wa hikmatun kulluha. Ibn Qayyim, I’lam al-
Muwagqji’in, jilid III, Bairut Dar al-Kutub al-limia.

Konstitusi sebagai payung hukum tertinggi dalam kehidupan bernegara

sudah islami.
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Prof Dr Moh.Mahfud MD dalam pengantarnya terhadap buku Syarah
Konstitusi yang ditulis oleh Masdar F. Mas’udi antara lain mengatakat
bahwa buku ini memberikan rujukan dalildalil nagliyyah untuk hampir
semua ketentuaan di dalam UUD 1945. Dari buku ini, kita dapat
menyimpulkan bahwa kandungan konstitusi Indonesia adalah islami. Ini
berarti, Indonesia dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 adalah negara

yang islami, tapi bukan negaga Islam. Negara Islami secara resmi tidak

menggunakan namgz tapi substansinya mengandung
yatlah  penting untuk
bagai warga bangsa
ehidupan bernegara
sekaligus integral,
uk sebuah negara.
atu sama lain tidak
terpisahkan.
Mahfud MD, sebagai
Penuntun bagi Pembaharuan/Perumusan Hukum berdasar Pancasila
e Hukum-hukum di Indonesia tidak boleh memuat isi yang berpotensi
menyebabkan terjadinya disintegrasi wilayah maupun ideology.
e Hukum harus bersamaan membangun demokrasi (kedaulatan rakyat )
dan nomokrasi (kedaulatan hukum).

e Membangun keadilan social bagi seluruh rakyat.
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e Membangun toleransi beragama dan berkeadaban. Hukum tidak boleh
mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok tertentu berdasar
besar atau kecilnya pemelukan agama... Hukum Negara tidak dapat
mewajibkan Dberlakunya hukum agama, tetapi Negara harus
memfasilitasi ,melindungi dan menjamin keamanannya, jika warganya
akan melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadarannya

sendiri.

c. Sumber-Sumber E

Hukum | nanya sebuah teori saJ@ alah sebuah aturan-

aturan untuk ia. Karena banyak
ditemui perms agama yang sering
kali membuat a perbedaan. Untuk

itulah diperlu sebagai berikut:

1. Al-Hadist

Sumber hukum™8$ dua adalah Al-Hadist, yakni segala
sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan,
perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan
yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alguran. Kata hadits
yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah,
maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun

persetujuan dari Rasulullah SAW vyang dijadikan ketetapan ataupun

hukum Islam.
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2. jma’

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman
Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma yang dapat
dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin
(setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar
dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak,24 sehingga tak

dapat dipastikan bahwa semuagdlama telah bersepakat.

gh Al-Quran, Al-Hadits
atu yang tidak ada
ra membandingkan
iketahui hukumnya
hukum mengenai

melalui salah satu

hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus

yang ada nashnya.

c. Macam-Macam Hukum Islam

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati.
Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi.
Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan.

Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala
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aturan llahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di
Al-Quran. yang dilengkapi penjelasannya dalam hadits Nabi SAW. Berikut ini
adalah macam-macam hukum Islam.

1. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan

pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang

memiliki hukum wajib adalahgshalat lima waktu, memakai hijab bagi

perempuan, puasa, me b bagi yang mampu, menghormati

orang non

k dikerjakan tetapi
hananya perbuatan
ditinggalkan tidak
ri perbuatan yang
fardhu, membaca shalawa garkan sedekah dan sebagainya.

3. Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikejakan pasti akan mendapatkan
siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan
yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain
judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

4. Makruh
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Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu
lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini
adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

5. Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara
mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga,

menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.

d. Tujuan Sistem Huk

Sumber ffam adalah Al-Q% dist. Sebagai hukum

dan ketentua enetapkan tujuan-
tujuan luhur pagai berikut.
1. Pemeli
Hukum Jan mengharuskan
aga kelestarian dan
terjaganya garis k an. ggiielen, seorang anak yang lahir
melalui jalan resmi pernika an mendapatkan haknya sesuai garis
keturunan dari ayahnya.

2. Pemeliharaan atas akal

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan
melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba.

Islam  menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan

mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena
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pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan
terganggu.

3. Pemeliharaan atas kemuliaan

Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang
untuk membicarakan orang lain. Hal ini untuk menjaga kemuliaan setiap
manusia agar ia terhindar dari hal-hal yang dapat mencemari nama baik dan

kehormatannya.

4. Pemeliharaan atas jiy
Hukum Islaig han, terhadap siapa saja
yang me alam Islam, nyawa
manusia
5. Pemeli
ian dengan potong

sangat keras untuk

6. Pemeliharaan atas agama

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan
ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan seseorang
untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap
muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya.
Untuk melengkapi postingan tentang pengertian hukum Islam, sumber dan

tujuan, syariat Islam mulai berlaku untuk orang dewasa (mukallaf) atau orang
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yang sudah baligh, yakni sudah cukup umur, berakal sehat dan sudah
menerima seruan agama sejak usia 9 tahun, bagi pria dan wanita bila sudah

bermimpi basah (tanda dewasa).

3. Perzinahan
a. Pengertian Perzinahan Menurut Islam
Menurut Usman (2021) dalam penelitiannya bahwa perzinaan

didefinisikan sebagai persetubuhg dilakukan antara seorang laki-laki dan

perempuan yang tidak Wan yang sah, persetubuhan
tersebut dila emasukkan ket ke dalam kelamin
perem puan nla zakar). Dalam
Ensiklopedi i idefini bagai persetubuhan
antara seorang tidak terikat dalam
perkawinan si perzinaan yang
dikemukakan “€ ama, Yyaitu bahwa
dalam perzinaan terdapatitig ; etubuhan antara seorang laki-
laki dan perempuan, dan b) lak au perempuan tersebut tidak ada ikatan
perkawinan yang sah.

Dalam hukum Islam, larangan perzinaan didasarkan pada AlQuran
(17:32): “Dan jangan kamu mendekati perzinaan; sesungguhnya perzinaan itu
adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” Dalam tafsir Ibnu
Katsir disebutkan, ayat ini merupakan larangan Allah kepada hamba-Nya berbuat
zina, mendekatinya, serta melakukan hal-hal yang mengantarkan pada perbuatan

perzinaan. Larangan perzinaan menurut hukum Islam juga mengacu hadis Nabi
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Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’id,
dikategorikan sebagai bagian dari dosa besar. Sejak dahulu hingga sekarang,
kaum muslimin sepakat bahwa perbuatan perzinaan itu haran. Imam Ahmad bin
Hambal berkata: “Saya tidak tahu ada dosa yang lebih besar dari perzinaan
(selain) pembunuhan.”

b. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tindak Pidana Zina

Dalam Pandangan Islam

Menurut Suparlan (201& di 2 kategori :

a. Zina mukhshga gernah terikat tali ikatan
, duda atau janda.
atau dilempari batu
prang lakilaki yang
ah menikah)? Orang
alah orang ini dan
b. Zina ghairu mukhson yalte Otlakukan orang yang belum pernah

menikah. Had (hukuman) bagi pelaku zina ghairu Mukhson di jilid atau di

cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun.

c. Keselarasan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat.
Kaidah hukum dalam konteks filsafat bukan sekadar teks-teks hukum yang
berisi batasan tingkah laku, tetapi harus dilihat sebagai pencerminan dari asas-asas

hukum dan lebih dalam adalah nilainilai hukum yang mendasari hukum. Jadi nilai
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adalah faedah atas suatu tujuan atau maksud yang diharapkan dapat memuaskan,
baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan kebutuhan atau
keinginan manusia.

Nilai merupakan suatu yang ingin dicapai, dijunjung tinggi, dan
dipertahankan bersama oleh masyarakat. Nilai terkandung dalam hubungan susila,
spiritual, religius, estetik, antar manusia di dalam kelompok, organisasi, dan

masyarakat. Untuk mengejar nilai-gilai, lahirlah norma-norma; sebagian dari

norma-norma tersebut megj ilai dikategorikan menjadi dua
hal: nilai dasar A . pai sesuatu; dan nilai
tujuan, yaitu : iperj - an.

Dala n itu berlaku ketika
pelaku sudah turan semacam ini
tidak didasark perselingkuhannya
kesetiaan pasangan
suami istri. Perzinadi@liga 3 ang masuk dalam wilayah
privat ethics, sehingga pasa memberikan perlindungan hukum
terhadap korban perzinaan bukan pada sifat tercelanya perbuatan zina.

Hukum Islam dan hukum adat relatif memiliki kesamaan nilai terhadap
larangan perzinaan, namun berbeda dalam hal bobot tercelanya perzinaan. Dalam
hukum Islam, perzinaan merupakan perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk,
sehingga dikategorikan sebagai dosa besar (kesalahan yang berat). Dalam hukum

Islam perzinaan merupakan perbuatan yang masuk dalam wilayah public ethics

sehingga menjadi hak negara untuk menuntutnya. Meskipun demikian syarat
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persaksian jenis tindak pidana ini juga sangat ketat, yaitu harus mendapat
kesaksian minimal Perzinaan menghianati kesetiaan (suami/istri) Perzinaan
dilarang Setiap orang yang sudah menikah berzina Urgensi Penyerapan Nilai
Hukum Islam dan Hukum Adat. Jika tidak maka tindak pidana perzinaan itu tidak
dapat diproses lebih lanjut. Hal ini sebenarnya dapat ditafsirkan bahwa dalam
hukum Islam juga sangat melindungi kepentingan pelaku dari kesewang-

wenangan orang yang melaporkan atggmenuntut.




32

Kerangka fikir

Pelaksanaan Sanksi Adat Kalotok

Perzinaan

!

Peranan Sanksi Adat Dalam
Menyelesaikan Kasus Perzi

Paham Masyarakat Mengenai
Sanksi Perzinaan

Perspektif §




BAB 111

PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, pendektan yuridis."*
1. Pendekatan historis merupakan pendekatan yang digunakan untuk

menganalisa persoalan pada asal mula, perkembangan dan transformasi baik

dalam institusi maupun masyarak

2. Pendekatan yuridig akukan berdasarkan bahan

utama denga Ori-teori, konsep, m serta peraturan

perundang-un itan ge iti an di lakukan.

Jenis | alitatif. Pengertian
secara teoritis yang terbatas pada
usaha untuk eadaan apa adanya
sehingga hanya akanmerCpdke apgfkta. ' Penelitian ini memberikan
gambaran sistematis, cermat dan a engenai Perbandingan hukum adat dan
hukum islam mengenai zina. jadi, data yang di hasilkan dalam penelitian ini tidak
berupa angka, akan tetapi data yang dinyatakan secara simbolik berupa kata-kata

tertulis atau tulisan, tanggapan non verbal, lisan harfiah atau berupa deskriftif.

' Sugiyono, Metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2010), 309.

12 ihat Hermawan Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa ,
(Jakarta. PT. Granedia utama. 1997), 10.

32
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B. Fokus Penelitian

Penelitian di fokuskan di lokasi Desa kalotok dan Desa Pompaniki,
Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara.
C. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi
istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jaminan hukum adalah upayagayang di lakukan untuk menyelesaikan

permasalahan yang terjadi ilayah Adat kalotok. Dengan

2. Zina meruf 3 nsyarakat adat atas

segala sumbe i masyarakat hukum

di jalankan oleh lembaga untuk

D. Desain penelitian

Desaian penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nazir dalam Andi Prastowo, metode

deskriftif adalah suatu metode yang di gunakan untuk meneliti suatu kelompok

Y p. Jokonsubagyo, Metode penelitian dalam teori dan praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87.
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manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu

kelas peristiwa pada masa sekarang.

Nana Syaodih Sukmadinata mengemukakan penelitian deskriftif kualitatif di
tujukan untuk mendekripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang
ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memprhatikan
mengenai Kkarakteristik kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Selain itu,

penelitian deskriftif tidak membsg perlakuan, manipulasi atau pengubahan

pada variable-variabel gambarkan suatu kondisi yang

apa adanya. alah penelitian itu

sendiri, yang (

penelitian deskriftif

kualitatif. Pe i i ilkan uraian secara

menganalisis Perbandingan Hukum atidt Kalotok dan hukum islam mengenai zina.

E. Data dan sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat di peroleh.
Yang di jadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan

sumber data sekunder.
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1. Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari pihak pertama.**

Dan ini dapat di peroleh penulis melalui wawancara dengan pemangku adat
Kalotok, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

2. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari bahan kepustakaan yang di
gunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder di peroleh dari buku-
buku, jurnal, dan beberapa data dari internet (ebook).

F. Instrument penelitian

Instrument penelitig i _alat atau perkakas dalam

melaksanaka jan proposal/skripsi
penulis meng isi.  Instrument ini

bertujuan unt i ) jawabkan tentang

dlam rangka memecahkan
masalah yang telah dirumuska yang dibutuhkan untuk dikumpulkan
melalui prosedur tertentu guna mengetahui ada tidaknya relevansi antara unsure-

unsur yang terdapat dalam sisi penerapan dengan prosedur yang telah di tetapkan.

Dalam kegiatan penelitian ini, pengumpulan data diterapkan di lapangan
memakai prosedural yang dianggap memiliki kriteria sebagai suatu riset

memegang nilai keilmiahan. Penggunaan prosuder dalam penelitian ini lebih

1p_ Jokonsubagyo, Metode penelitian dalam teori dan praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87.
'>p. Jokonsubagyo, Metode penelitian dalam teori dan praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
1991), 87.
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disesuaikan dengan analisis kebutuhan dan kemampuan penelitian sendiri, tanpa

maksud mengurangi prosedur yang berlaku.

1. Observasi, yaitu peneliti mengadakan studi awal sebelum penelitian resmi
dilakukan, artinya peneliti mengadakan pengamatan terlebih dahulu guna
mengetahui ada tidaknya data-data yang dapat berhubungan langsung atau
tidak langsung dengan hal-hal yang akan di teliti.

2. Wawancara, yaitu peneliti ma acarai secara langsung pada pihak yang

terkait.
3. Dokumeng s 08 ntuk mendapatkan
data deng pkumentasi. Hal ini

t dapat membantu

dalam me 3 M g akan dilakukan.

Keabsahan oatésla i i angat penting. Karena
penelitian kualitatif haru ) ‘ Jcnaran secara objektif. Teknik
pemeriksaan keabsahan data dalam pefielitian ini menggunakan teknik triagulasi.
Adapun triagulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding

terhadap data itu.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh sugiono, teknik triagulasi ada dua

jenis, yakni triagulasi teknik atau metode dan triagulasi sumber. Triagulasi teknik
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berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda de ngan teknik yang sama.*®

Triagulasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah triagulasi
sumber. Dengan teknik ini peneliti dapat me-rechek temuannya dengan jalan

membandingkan dengan berbagai sumber, metode, dan teori.

I. Teknik analisis data

Dalam pengelolaan d3 an analisis non statistik. Dalam
metode ini penyli penalisi . a tidak mengelola data
dengan angka G istik. asilnya akan diuji
melalui peng i lisis adalah proses

awancara, catatan

udah dipahami dan

deskriptif karena berusaha
menggambarkan suatu obyek terte ang dijadikan penelitian, dimana hal ini

yang dimaksud adalah proses pembelajaran.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model miles dan huberman,

yang meliputi 4 yaitu:

'%p. Jokonsubagyo, Metode penelitian dalam teori dan praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
1991), 87.
Ysugiyono, Metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2010), 309.
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1. Telaah data, kegiatan ini diawali dengan mentranskripsikan data hasil
pengamatan sejak awal secara menyeluruh kemudian menganalisis,
menyintesis, memaknai, dan menerangkan.

2. Redukasi data, penyederhanaan data dengan cara pengategorian dan
pengklasifikasian data.

3. Penyajian data, mengklasifikasikan berdasrkan hasil redukasi data kemudian

memaparkan menurut jenisnya sesiai dengan masalah penelitian.

Penyimpulan dan verifi egiatan interprestasi sebelum

dihasilkan su3 g & vang telah terkumpul

4. Penyimpu erprestasi  sebelum

dihasilkan sug ah terkumpul yang

diikuti denga
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Secara rinci, tahapan penelitian ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

A 4

Persiapan Analisils materi

!

Identifikasi
data

Pelaporan

Miles and Hib 3 aktivitas dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara dila ara interaktif dan berlangsung secara
terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Berikut merupakan

uraian dari alur penelitian di atas:

1. Telaah data, kegiatan ini diawali dengan mentranskripsikan data hasil
pengamatan sejak awal secara menyeluruh kemudian menganalisis,

menyintesis, memaknai, dan menerangkan.
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2. Redukasi data, penyederhanaan data dengan cara pengategorian dan

pengklasifikasian data.

3. Penyajian data, mengklasifikasikan berdasrkan hasil redukasi data

kemudian memaparkan menurut jenisnya sesuai dengan masalah penelitian.

4. Penyimpulan dan verifikasi, merupakan kegiatan interprestasi sebelum

dihasilkan suatu temuan. Penelitian menafsirkan data yang telah terkumpul

yang diikuti dengan peng 0 hasil analisis.™®

'® Sugiyono, Metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2010), 309.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah Adat Kalotok terletak di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu
Utara yang terdiri atas 2 (dua) Desa yakni Desa Kalotok dan Desa Pompaniki.

Diperkuat dengan adanya Kelembagaan Adat Kalotok yang diatur dalam Perdes

Bersama Desa Kalotok daa iki No.1 Tahun 2014 Tentang

Pemberdayaan Pelg dat dan Lembaga Adat

Kalotok. Saa § desa tersebut yang

1.  Sejarah

sejarahnya, Kalotok dusun dari Desa Buangin, yang
kemudian dimekarkan sebagai desa persiapan pada tahun 1985.
Demikian pula dengan Desa Pompaniki yang dimekarkan sebagai Desa
Persiapan pada tahun 1993.

Desa Kalotok merupakan pemekaran dari Desa Buangin. Batas desa
meliputi:

1.) Utara dengan Desa Kampung Baru

2.) Timur dengan Desa Batualang

3.) Selatan dengan Desa Pompaniki

41
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4.) Dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tandung dan Pararra

Jarak dari Desa ke Kecamatan 16 km dan Kabupaten adalah 31 km

dengan waktu tempuh 30 menit.

Desa Kalotok terdiri dari 7 Dusun yakni Dusun Kalotok I,
Dusun Kalotok II, Dusun Lagego, Dusun Pelendongan, Dusun

Pasolokan, Dusun Sambero dan Dusun Tonangka. Catatan kepala Desa

Kalotok menyatakags k Kalotok tahun 2015-2016 adalah
2.681 jiwa arl e lan Perempuan 1.323 yang

pat dibedakan atas

dari dari 15 tahun
jiwa. Dengan luas
duk desa Kalotok
masyarakat Adat engembangkan usaha ternak sapi,
kerbau dan ayam, vyang dijalankan secara tradisional (tidak
dikandangkan) melainkan di lepas di hutan, kebun atau pekarangan
warga. Kondisi alam desa Kalotok adalah rawa, tanah rata, dan
pegunungan yang masih banyak tedapat hutan (termasuk dalam
kawasan hutan lindung dan hutan produksi). Jalan menuju desa ini
adalah dengan menempuh jalan Trans Sulawesi, dan memiliki jalan

antar dusun terdapat jalan aspal, rabat beton, dan jalan tanah.
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b. Desa Pompaniki

Desa Pompaniki merupakan desa pemekaran dari Desa Mari-

Mari, yang berbatasan dengan :

1.) Utara dengan Desa Kalotok
2.) Timur dengan Desa Mari-Mari
3.) Selatan dengan Desa Mari-Mari

4.) Barat dengan Desa Kalgiok

Rkm dan Kabupaten adalah 32

ganiki terdiri dari 4
aniki, Dusun kka, Dusun Pong
k 1.215 jiwa yang
5a Pompaniki seluas
anah rata dan Jalan
BML pada Hutan
Adat Kalotok 3 am abbang 14 adalah dengan
menempuh jalan Trar

vesi, dan memiliki jalan antar Dusun

terdapat jalan aspal, dan jalan tanah.

Penduduk Desa Pompaniki sebagain besar hidup bertani dan
berkebun, usaha ternak sapi, kerbau dan ayam diusahakan secara
tradisional (tidak dikandangkan) melainkan di lepas di hutan, kebun

atau pekarangan warga.
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2. Situs Sejarah dan Budaya

Di wilayah Adat Kalotok terdapat situs sejarah dan budaya berupa
kuburan/makam tua yang disebut Kaburu (Salassa), kampung tua, rumah

Tomakaka. Berikut ini adalah beberapa situs sejarah dan budaya di Kalotok.

a. Makam Tua/Salassa

1.) Makam Pakka Manurung dengan istrinya. Lokasi makam tua ini berada di

Puncak Buntu Tea, yang & §.0unung tertinggi di Kalotok.

2.) Kuburan Tertug
3)
4.)

1) gambar jejak kaki

QN Mt g menyerupai benteng

berada di Buntu

2)

3.) Situs Laso Batu (batu pai kelamin laki-laki laki-laki dan
perempuan) berada di Kampung Tombang.

4.) Batu Kumbak.
5.) Batu Ma’tintingan

c. Kampung Tua dan Rumah Tomakaka
1.) Puncak Gunung Bajai dihuni oleh Masyarakat Matua Bajai dengan bukti

adanya pekuburan tua.
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2.) Gunung Tombang dihuni oleh Masyarakat Matua Tombang dengan bukti
adanya pekuburan tua yang disebut dengan Tanete Tombang.

3.) Gunung Tea dihuni oleh Pakamanurung dengan bukti adanya pekuburan
Pakamanurung yang menurut warga berada dipuncak gunung Tea.

4.) Gunung Pongtengnge dihuni oleh masyarakat Pongtengnge.

5.) Gunung Tiroan di huni oleh masyarakat Lalong.

6.) Kampung Liburan terletak di pinggir sungai Saluampak dengan bukti

adanya bekas per amakaka dengan 33 tiang, dan
7)
8.)

9)

Situs-situs 2 i ( arakat, hal ini

terbukti denga G i entara itu kampung

Di masa lalu masyarakat Kalotok banyak menghuni daerah pegunungan
yang hidup aturan adat dan memanfaatkan hasil hutan. Walau bermukim di
pegunungan masyarakat tak pernah bermukim di tempat-tempat terjal yang
anggap rawan longsor, termasuk menebangi pepohonan yang tumbuh di tempat
tersebut. Masyarakat Kalotok mulai meninggalkan perkampungan di daerah
pegunungan sekitar tahun 1958, pada masa itu sudah dianggap aman tak ada lagi

peperangan. Masyarakat langsung bermukim di beberapa tempat di dataran rendah
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seperti To’ Nangka dan Kalotok. Dari semua perkampungan Tua tersebut hanya
Kampung Tua Liburan yang masih berdiri rumah yaitu rumah Tomakaka dan
sebuah rumah masyarakat yang masih berpenghuni. Sementara untuk persawahan
tidak digarap lagi, walau terletak di tengah hutan kampung Liburan Kkini dan

menjadi daerah penggembalaan kerbau dan sapi.

3. Kelembagaan Adat Kalotok

Dalam melaksanakan tuga Rana dimaksud diatas harus senantiasa

menjalin kerjasama dag b setempat dalam melakukan

pembinaan,

dan pelestarian @ gan adat istiadat,

pemerintah d okaka Dan Anak
Tomokaka adil selektif dan
obyektif di ke ini adalah Struktur

Lembaga Ada
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Pemerintah e  Pangngulu Kada
Desa Ahmad Babhri, S. Pd

v

Tomakaka
Zulkifli, S. Pd, i

¥
I | |

Anak Tomakaka pak Tomakaka Matua Tombang

Tangngana Tondg
Jasrah

Sandro

Gambar 4.1. Struktur Lembaga Adat Kalotok

Berkenaan dengan kelembagaan adat kalotok, berikut ini adalah
mekanisme dalam pemilihan/penggantian Pangngulu Kada, Tomakaka, dan anak

Tomakaka:
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a. Proses pemilihan Pangngulukada

Melalui pemilihan dengan syarat orang-orang yang terpilih adalah
keturunan dari Penghulukada dan mampu mengayomi masyarakat. Arif dan
bijaksana dalam menyelesaikan persoalan di wilayah adat. Yang memilih adalah
para keturunan Penghulukada, Tomakaka, dan Tokoh masyarakat. Panghulukada
menjabat sebagai ketua adat seumur hidup atau jika sudah tidak mampu maka

menyatakan diri mundur dan akag embali melalui proses pemilihan.

b. Proses pemilihag

Pemi si Tomakaka kepada anak at® nan yang dianggap

mampu dan d

kemungkinan akan menjadi

Sedangkan berkenaan dengan tugas dan fungsi Lembaga Adat Kalotok,
berikut adalah rincian dari jabatan dan tugas dari masing-masing perangkat

kelembagan adat Kalotok yaitu:

Jabatan Tugas dan Fungsi

Pangngulukada e Berkedudukan di desa kalotok bertugas untuk

memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan
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adat istiadat yang ada dimasyarakat dan bertugas
untuk memberikan masukan dan saran kepada
Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembinaan
kemasyarakatan.

Koordinator Secara Keseluruhan dan sebagai

pengambil keputusan dalam Musyawarah.

Tomakaka

Anak Toma

Tangngana
Tondok

Anak Toma

Pelaksa knis keseharian, menerima data dan

angkat adat dan masyarakat

fdian melape angngulu kada

sun  kalotok | dan

Mengurusi wilayah kalC

bau, Lagego dan

Pessaluan

Matua Tombang Jangka, dusun Sambero dan
Pangngarong Bertugas mengurusi Masalah Pertanian

Sandro Mengurusi upacara agama sesuai yang dianut masing-

masing Masyarakat.
Mengobati orang sakit.
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Peran Hukum Adat Kalotok Dalam Kasus Zina
a. Hukum adat kalotok tentang zina

Perzinahan merupakan salah-satu tindakan asusila, sehingga dalam lingkup
hukum masyarakat adat kalotok telah mengatur tentang apa saja perilaku yang
termasuk dalam tindakan asusila serta sanksi adat yang akan dikenakan jika

melakukan hal tersebut. Adapun yapg termasuk dalam perbuatan zina menurut

aturan masyarakat adat kalgQ

a. Dilarang dalam ingga melakukan

perselingkuha

b. Begitupu j i-laki sebaliknya hingga

melakukan borang  perempuan
mengunjungi hingga terjadi
perselingkuhan dan pak pada ketentraman dan

kehidupan seluruh masyarakat:

Dalam sesi wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan
yang berkaitan dengan zina kemudian peneliti rangkum menggunakan teknik
analisis data dengan metode reduksi data, Jenis hubungan yang termasuk kategori
zina menurut hukum adat masyarakat kalotok digambarkan melalui tabel sebagai

berikut:
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Dua orang yang sama-sama sudah
mempunyai pasangan (selingkuh).

Kategori Lajang dengan Lajang.
zina
menurut
hukum adat
masyarakat

kalotok Hubungan sedarah.

Laki-laki yang sudah beristri dengan
gadis yang belum mempunyai pasangan

Gamba

b. Sanksi bag
layah adat kalotok
menurut hasil e 3 g man Ahmad Bahri,
menjelaskan bahwa dalam kaSt ada beberapa sanksi yang dikenakan
tergantung dari situasi yang kategori zina itu sendiri. Lebih lanjut informan
memberikan pemaparan sebagai berikut:

“sanksinya harus 2 ekor kerbau “ 1 ekor untuk sambo siri’ dan 1 ekor untuk
Pa’bissa padang (Pa Bissa Padang ini Dikelola pemangku Adat untuk acara Pa’
Bissa Padang), dan biasanya dikembalikan pada hasil musyawarah bersama.”

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan juga
bergantung pada kategori perzinahan yang dilakukan, penjabaran tentang sanksi

yang diberikan dapat dijelaskan lebih lanjut dalam tabel berikut:
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1. Apabila yang melakukan zina adalah laki-laki dan perempuan yang sama-sama
memiliki pasangan yang sah, laki-laki yang sudah berkeluarga dengan janda
ataupun perempuan yang belum menikah maka sanksi yang diberikan yaitu
dipangngalai (denda) sebanyak 1 ekor kerbau sebagai pabisse tonrok (pembersih
kampung).

2. Apabila kasus perzinahan adalah hubungan sedarah maka sanksi yang diberikan

yaitu 2 ekor kerbau, 1 ekor kerbau sgbagai passambo siri (menutupi rasa malu)

pihak keluarga dan 1 ekg jnakan sebagai pabisse tonrok
(pembersih kamp
3. Apabila ya an yang sama-sama
belum memp ) diberikan adalah
a setempat.

dat jika terjadi hal-

bidang pertanian

terjadi antara hubungan sedara

c. Proses penyelesaian kasus zina di wilayah adat kalotok

Sebelum memberikan sanksi adat terkait kasus perzinahan, diperlukan ada
bukti yang kuat dalam perkara tersebut, adapun proses pengumpulan informasi
dalam Masyarakat Adat Kalotok melalui beberapa tahapan menurut hasil
wawancara yang peneliti rangkum dari beberapa informan, yaitu:
1. Informasi atau pengaduan masyarakat adat kalotok kepada perangkat adat

kalotok.
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2. Pemangku adat melakukan peninjauan langsung dalam hal ini yang ditugaskan
oleh Pangngulu Kada Kalotok adalah Anak Tomakaka dengan mengunjungi
rumah kedua pihak yang dianggap melakukan perzinahan oleh masyarakat
setempat. (Kunjungan Anak Tomakaka ke rumah kedua pihak tidak hanya
dilakukan 1 kali namun bisa sampai 3 kali, hal ini dilakukan agar informasi yang
didapat semakin jelas).

3. Setelah Anak Tomakaka melakukagpeninjauan langsung, pemangku adat akan

meminta keterangan dari ecara langsung terjadinya kasus

perzinahan. Dalags makaka. Jika Tomakaka
belum sempa ar jan i i, biaSa galian informasi itu
sendiri dilakse
4. Setelah infc gulukada yang akan
melakukan tokoh diantaranya
akan dihadiri pula
oleh korban misalr i agai an be a rumpun keluarga yang
dianggap mampu untuk memDe eterangan begitu pula dengan si B
sebagai Tersangka, tujuan pemanggilan keluarga selain daripada untuk dimintai
keterangan juga untuk memberi tahu bahwa korban melakukan sebuah kasus
perzinahan. Sidang ini tidak dibuka untuk umum karena ini adalah siri’ (aib),
yang dihadirkan hanya beberapa tokoh diatas, pemangku adat, dan pemerintah

setempat.

5. Kemudian pangngulukada beserta jajarannya akan melakukan musyawarah

terakhir untuk memutuskan kasus perzinahan yang dihadiri semua pihak di
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antaranya pemerintah desa, pemangku adat, tokoh agama, tokoh masyarakat,
maupun keluarga dari korban dan tersangka. Kemudian tempat musyawarah

adalah rumah pemangku adat dalam hal ini Pangngulukada atau Tomakaka.

2. Zina dalam Perspektif Hukum Islam
Menurut informan dalam hal ini imam desa Kalotok Galigo Irwan, Zina
adalah melakukan hubungan badan dengan yang bukan muhrimnya. Lebih

jelasnya peneliti menggabungkag apa literatur terkait Zina sebagai data

sekunder yang berguna alitian dari data primer.

a. Definisi zi

Zina ¢ an yang dilakukan
dimana salah perkawinan dengan
orang lain. an kelamin antara
seorang laki-I tidak terkait dalam
hubungan perkaw ii lakukan persetubuhan

Zina menurut figh adalah pefsetubuhan antara laki-laki dan perempuan
tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke
dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah.

Dalam perkembangannya, pemaknaan dan pendefinisian terhadap kata

“zina” mengalami diaspora. Sementara itu, zina menurut Islam adalah hubungan
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seksual secara illegal. Dalam pengertian lain, zina adalah perbuatan bersenggama

antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan.*
Untuk lebih jelasnya dalam memahami zina dari beberapa penjelasan para

imam mazhab, Sahal Mahfudz memberikan pengertian sebagai berikut:

1. Menurut Syafi'iyah, zina adalah perbuatan laki-laki memasukkan penisnya ke

dalam lubang vagina perempuan yang bukan istri atau budaknya tanpa syubhat.

2. Menurut Malikiyah, zina adalah pggbuatan laki-laki menyenggamai perempuan

lain yang bukan isterinya pag
3. Menurut Hang aki-laki dan perempuan

di vaginanya |

1. Zina Muhs: /wanita yang wajib
menjaga keho . ja atau menikah.
2. Zina Ghoi adala aang dilakukan oleh
Ada sebagian ulama acam-macam pelaku zina ada dua
macam sebagai berikut:
1) Zina mukhson
Zina mukhshon yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali
ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri duda atau janda.
Hukuman bagi pelaku zina mukhshon, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia

mati.

'® Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cetakan Kelima, 1136
%% Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016
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2) Zina ghairu mukhshon

Zina ghairu mukhson yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah
menikah. Hukuman bagi pelaku zina ghairu Mukhson di jilid atau di cambuk
sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak
untuk menerapkan hukuman tersebut hanya khalifah (kepala negara Khilafah
Islamiyyah) atau orang-orang yang ditugasi olehnya seperti gadhi atau hakim.

Qadhi (hakim) memutuskan perkaga. pelanggaran hukum dalam mahkahmah

pengadilan. Dalam memu Ut gadhi itu harus merujuk dan

mengacu kepada aertama kali oleh gadhi
adalah melak tu benarbenar telah
terjadi.

Adapu aan hukum atasnya

ditunda hingg sakit sembuh dari

penyakitnya. Ji#f inS#Mlya kesalahan hanya

Soal hukuman (panishme para pezina mushan dan ghoiru mushan
banyak perbedaan pandangan. Menurut Mazhab Dzahiri pelaku zina muhsan
(pelaku zina yang telah kawin) mendapat hukuman rangkap: dera dahulu

kemudian rajam berdasarkan Hadis Nabi: “Pelaku zina yang telah kawin atau

pernah kawin itu didera 100 kali dan dirajam”.

Berkaitan dengan hukuman bagi pezina itu, Imam Syafi’i juga
berpendapat; hukuman rajam (stoning to death), yang berarti hukuman mati bagi

pelaku zina muhsan sudah seharusnya dibebankan atas pelaku zina apabila
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perbuatan zina itu diketahui oleh empat orang saksi. Bagi Imam Syafi’i hukuman
dera sangat pantas diberikan kepada pelaku zina muhsan karena si pelaku zina
seharusnya (wajib) menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan lagi perbuatan
zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarganya, masyarakat,

dan negara.

Hal ini berdasarka firman Allah SWT: “Dan (terhadap) para wanita yang

mengerjakan perbuatan keji, heps ada empat orang saksi diantara kamu

(yang menyaksikannya a telah memberi persaksian,
maka kurung Wanita-wanita 118 ih sampai  mereka
menemui ajal i i] epadanya”.
ksud perbuatan keji
ialah perbuatsg G h segala perbuatan
mesum sepert endapat muslim dan
Mujtahid yand Jah (homosek antara
wanita dengan wanita)* Bala ' r ayat 2 Allah SWT juga
menjelaskan: “Perempuan yang bt ¥an laki-laki yang berzina, Maka deralah
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah SWT, jika
kamu beriman kepada Allah SWT, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan)
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.
Hukuman dera (flogging) yang relatif ringan, menurut Imam Syafi’i, patut

diberikan kepada pelaku zina yang belum kawin (ghairu muhsan), karena si

pelaku masih hijau, belum berpengalaman, maka dengan hukuman dera itu
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diharapkan bisa memberi kesadaran padanya, sehingga ia tidak mau mengualangai

perbuatannya yang tercela.

c. Proses penyelesaian kasus perzinahan menurut hukum islam

1. Perbuatan zina itu meskipun dilakukan secara suka sama suka, namun
perempuan memiliki andil yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.
Artinya, perbuatan zina itu bisa terlaksana karena perempuan mengizinkan dirinya

disetubuhi oleh laki-laki. Jika peLg idak memberikan izin itu (tidak mau),

maka perbuatan zina pas -paling yang terjadi adalah

pemaksaan kg pemerkosaan). Jika
pemerkosaan dosa dan sanksi
hukuman.

2. Karena pe m hal terwujudnya
perbuatan zi juga lebih besar
dibanding deng ung malu atau beban
penderitaan bila terjadi Kefiami Ina itu adalah perempuan dan
keluarganya.
3. Penyebutan pezina perempuan lebih dahulu dari pezina laki-laki pada ayat di
atas untuk menjadi perhatian sekaligus peringatan utamanya bagi kaum
perempuan supaya menjaga kehormatan diri sebaik-baiknya dari tindak
perzinahan. Ajakan berzina biasanya berasal dari laki-laki, walaupun tidak jarang
juga ajakan itu datang dari pihak perempuan.

4. Pezina yang disebutkan dalam ayat tersebut bersifat umum, bisa mereka yang

masih bujang dan gadis dan bisa juga yang telah berkeluarga. Artinya, sanksi
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hukuman yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah untuk mereka yang belum
pernah berkeluarga dan yang telah berkeluarga. Hanya saja, jika pezina itu telah
(pernah) berkeluarga, baik laki-laki maupun perempuan sehingga mereka telah
merasakan hubungan suami isteri (bersetubuh), maka hukumannya ada
penambahan. Mereka yang sudah pernah berkeluarga itu dinamakan muhsan dan
hukuman yang diperuntukkan bagi pezina muhsan yaitu rajam.

Dalam hal pembuktian denga@.pengakuan berzina, ada persyaratan yang

harus dipenuhi agar peng dijadikan alat bukti yang sah.

Persyaratan tersel dah baligh dan berakal

sehat; (2) Pe muncul dari orang yang mampu melakukan

hubungan se ara jelas di depan

pengakuan itu, pada kali per@ifig, Sam Ketiga pengakuannya beliau masih
membiarkan saja; belum menanggapinya. Tetapi setelah empat kali pengakuan,
Rasulullah baru bertanya kepada laki-laki itu apakah pengakuannya dilakukan
dengan kesadaran atau atas tekanan orang lain. Setelah diketahui bahwa laki-laki
tersebut benar-benar sadar dan mengakui perbuatannya itu, Rasulullah barulah
menyuruh para sahabat beliau untuk menerapkan hukumannya (merajam). Dalam

keadaan demikian pun, pelaku perzinaan itu masih diberi kesempatan oleh

*! Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta, Ictra Baru van Hoeve, 2000), 11, 2030.
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Rasulullah untuk menarik pengakuannya. Hal seperti itu dapat dipahami dari
sebuah hadis Rasulullah saw yang menyatakan :

"Dari Jabir berkata: Aku termasuk salah seorang yang merajam laki-laki
itu, yaitu ketika kami keluar dengan membawa dia lalu kami rajam. Setelah ia
merasa kesakitan karena lemparan batu, ia berteriak-teriak memanggil kami: Hai
kaum, kembalikan aku kepada Rasulullah saw., sebab kaumku ini mau
membunuhku dan memperdayakanku serta memberitahu aku bahwa Rasulullah
saw. tidak akan membunuhku. Namun kami tidak menggubris dia hingga kami
bunuh dia. Setelah itu kami kembali ke tempat Rasulullah saw. dan kami
ceritakan kepadanya apa yang telah terjadi, lalu beliau bersabda : "Mengapa
tidak kamu biarkan dia dan kamu bawa kemari? Demikian itu karena Rasulullah
hendak mengecek; apakah beli : inggzglkan had(hukuman) atau akan

Atas das3 lama apabila seorang
yang telah Pencabutannya itu
dapat diterim; kuman had. Dalam
mengomentar n Rasul "Mengapa
tidak kau bia bali pengakuan itu

dapat dibenar

Malik bahwa menarik kembali pengakuan itu tidak dapat diterima setelah bukti-
bukti pendukungnya telah mencukupi.

Adapun jika pembuktiannya itu melalui persaksian empat orang yang telah
memenuhi syarat sebagai layaknya seorang saksi, maka hukuman harus tetap
dijalankan. Yang demikian itu karena pembuktian dengan empat orang saksi

adalah pembuktian yang sempurna, sehingga tidak ada peluang bagi hakim untuk

> Muammal Hamidy, Op.Cit., 2596.
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menggugurkan hukuman bagi pelaku zina. Sedangkan alat bukti dengan
pengakuan pelaku adalah alat bukti yang kurang sempurna. Maka, ketika pelaku
mencabut perngakuannya, hakim tidak boleh melaksanakan hukuman atasnya.
Demikian pula pengakuan itu hanya berlaku bagi orang yang mengaku. Apabila
pihak lain (pasangan zina) mengingkarinya, pihak lain tersebut tidak bisa dijatuhi
hukuman.

Persaksian yang dapat ditegima sebagai alat bukti yang sah dalam

perbuatan zina menurut paa Para saksi itu telah baligh dan

berakal; (2) Jum | perempuan tidak bisa

diterima; (3) at sendiri perbuatan

itu di suatu te g mempunyai sifat
adil; dan (5) tuk menjadi saksi,

seperti tidak an dendam dengan

pelaku zina.
Jika empat pahwa seseorang telah
melakukan perbuatan zina I emenuhi persyaratan sebagaimana

tersebut di atas, maka hakim/penguasa harus melaksanakan hukuman atas pelaku
perbuatan tersebut. Tidak ada alasan yang dapat dibenarkan syara’ untuk
membatalkan hukumannya.
d. dampak negatif zina dalam ajaran islam

Melihat bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh zina merupakan bahaya
yang tergolong besar, disamping juga bertentangan dengan aturan universal yang

diberlakukan untuk menjaga kejelasan nasab ( keturunan ), menjaga kesucian dan
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kehormatan diri, juga mewaspadai hal hal yang menimbulkan permusuhan serta
perasaan benci diantara manusia, disebabkan pengrusakan terhadap kehormatan
istri, putri, saudara perempuan dan ibu mereka, yang ini semua jelas akan merusak
tatanan kehidupan.

Melihat hal itu semua, pantaslah bahaya zina itu — bobotnya — setingkat
dibawah pembunuhan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta’ala menggandeng

keduanya di dalam Al Qur’an, jugaaRasulullah Shallallahu ‘alayhi wa Sallam

i scbuah dosa — setelah

“Dan orang orang yang tidak menyembah Tuhan lain beserta Allah dan tidak
membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan)
yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu,
niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan
adzab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam

kaedaan terhina kecuali orang orang yang bertaubat ” ( OS. Al Furgon, 68 —70).

Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta’ala menggandengkan zina

dengan syirik dan membunuh jiwa, dan vonis hukumannya adalah kekal dalam
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azab yang berat yang dilipat gandakan, selama pelakunya tidak menetralisir hal
tersebut dengan cara bertaubat, beriman dan beramal shaleh.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :

( % - oA al . AN
Moplo 2Ly 321 O &) L 61 154585 Vg

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu

perbuatan yang keji (fahisyah) dan hjalan yang buruk.” (QS. Al Isra’, 32).

3. Sanksi Zina Di Wj pektif Hukum Islam

Perbua am wilayah adat i yang dijelaskan
sebelumnya jelas mempunyai
persamaan ksi, kategori zina
maupun dala betelah  melakukan
penelusuran kum islam yang
berkaitan denga pat dijelaskan tentang

persamaan dan perbedaaré yang diuraikan sebagai berikut:

a. Persamaan zina, sanksi zina dan proses penyelesaian kasus perzinahan di

wilayah adat kalotok dan hukum islam.

Dalam penelitian ini, hasil yang peneliti dapat melalui proses wawancara
dari beberapa narasumber di wilayah adat kalotok serta tokoh agama di desa
kalotok dan juga pengkajian data sekunder dari literatur yang terkait dengan
hukum islam khususnya yang berkaitan dengan zina. Beberapa hal yang dapat

ditinjau mempunyai kesamaan dalam kasus perzinahan di wilayah adat kalotok
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dengan hukum islam, maka hasil penelitian yang diperoleh peneliti dalam kasus

ini dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Hukum adat di
wilayah adat kalotok N

Pengkategorian Zina

1yelesaian

Dari hasil pensliti ot@dhli bahwa persamaan zina
menurut hukum adat di wilay 3 J2 m islam terdapat di definisi zina

dan proses penyelesaian. Berikut adalah penjelasannya:

1. Definisi zina
a. Definisi zina menurut hukum islam adalah hubungan badan yang

dilakukaan oleh laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan pernikahan.

b. Definisi zina menurut hukum adat kalotok adalah Zina adalah suatu
hubungan yang dilakukan dengan yang bukan pasangan sah layaknya

hubungan suami isteri.
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Dari penjelasan diatas, peniliti dapat menyimpulkan bahwa persamaan
definisi zina terletak pada melakukan hubungan badan layaknya suami istri

yang belum mempunyai ikatan pernikahan yang sah.

2. Pengkategorian zina.

a. Pengkategorian zina Menurut hukum islam terbagi menjadi dua yaitu:

1) Zina Muhsan ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang

wajib menjaga kehorg gva, orang yang sudah berkeluarga

atau menikal

2) Zina Viuhsan maksudnya adalah p ina yang dilakukan

Dk terbagi menjadi

clakukan perselingkuhan
atau perzinahan.
2) Manungka (Mengunjungi laki-laki) atau sebaliknya hingga melakukan

perselingkuhan atau perzinahan.

Dari kedua keterangan di atas peniliti menyimpulkan bahwa persamaan
zina menurut pengkategorian zina terletak pada pria/wanita yang mempunyai
pasangan yang sah maupun pria/wanita yang belum mempunyai pasangan yang

sah namun melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan pernikahan.
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3. Proses penyelesaian kasus perzinahan

a. Menurut hukum islam proses penyelesaian suatu kasus perzinahan yaitu:

Dalam hal pembuktian dengan pengakuan berzina, ada persyaratan
yang harus dipenuhi agar pengakuan itu dapat dijadikan alat bukti yang
sah. Persyaratan tersebut ialah ; (1) Orang yang mengaku itu sudah baligh
dan berakal sehat; (2) Pengakuan itu muncul dari orang yang memang

mampu melakukan hubung al; (3) Pengakuannya harus diucapkan

secara jelas di dgg an itu dilakukan secara sadar,

bukan

ulu yang berkaitan
y pada masa Rasul
kap Rasulullah saw

a sampai ketiga

laki-laki itu apakah pengakudfnya dilakukan dengan kesadaran atau atas
tekanan orang lain. Setelah diketahui bahwa laki-laki tersebut benar-benar
sadar dan mengakui perbuatannya itu, Rasulullah barulah menyuruh para
sahabat beliau untuk menerapkan hukumannya (merajam). Dalam keadaan

demikian pun, pelaku perzinaan itu masih diberi kesempatan oleh

Rasulullah untuk menarik pengakuannya.
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b. Menurut hukum adat kalotok penyelesaian kasus perzinahan yaitu:

1) Informasi atau pengaduan masyarakat adat kalotok kepada perangkat
adat kalotok.

2) Pemangku adat melakukan peninjauan langsung dalam hal ini yang
ditugaskan oleh Pangngulu Kada Kalotok adalah Anak Tomakaka dengan

mengunjungi rumah kedua pihak yang dianggap melakukan perzinahan

oleh masyarakat setempa ngan Anak Tomakaka ke rumah kedua

pihak tidak hapy 3, bisa sampai 3 kali, hal ini

asi yang didapa

3) Set ngsung, pemangku
at secara langsung

) di maksud adalah

4) Setelah informasi dari t€ a itu sendiri rampung, Pangngulu kada

yang akan melakukan musyawarah pertama yang dihadiri beberapa tokoh
diantaranya pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian
akan dihadiri pula oleh korban misalnya si A sebagai korban bersama
rumpun keluarga yang dianggap mampu untuk memberikan sebuah
keterangan begitu pula dengan si B sebagai Tersangka, tujuan
pemanggilan keluarga selain daripada untuk dimintai keterangan juga

untuk memberi tahu bahwa korban melakukan sebuah kasus perzinahan.
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Musyawarah ini tidak dibuka untuk umum karena ini adalah siri’ (aib),
yang dihadirkan hanya beberapa tokoh diatas, pemangku adat, dan

pemerintah setempat.

5) Kemudian pangngulukada beserta jajarannya akan melakukan
musyawarah terakhir untuk memutuskan kasus perzinahan yang dihadiri
semua pihak di antaranya pemerintah desa, pemangku adat, tokoh agama,

tokoh masyarakat, maupug ga dari korban dan tersangka. Kemudian

tempat musyawug ngku adat dalam hal ini

bahwa persamaan

ukan persetubuhan

informasi kebenaran kasu ahan itu sendiri yang dilakukan oleh
orang kepercayaan yang di anggap mampu untuk melakukan penggalian
informasi itu sendiri. Dan itu dilakukan beberapa kali, bahkan sampai

empat kali penggalian informasi.

3) Kemudian pemangku adat atau tokoh agama melakukan pemanggilan
para saksi yang dianggap mampu memberi keterangan dengan sejujur

jujurnya. Persyaratan saksi yaitu baligh dan berakal sehat, benar benar
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menyaksikan pria/wanita tersebut melakukan hubungan perzinahan, dan

sadar dalam menyampaikan kesaksiannya.

4) Kemudian dilakukan musyawarah untuk memutuskan kasus perzinahan
tersebut. Yang disetujui oleh kedua belah pihak baik keluarga korban

maupun keluarga tersangka.

b. Perbedaan zina, sanksi zina dan proses penyelesaian kasus perzinahan di

wilayah adat kalotok dan h

ai perbedaan dengan
. Jika pemberiaan
hukuman ata ‘ otok ditinjau dalam

perspektif hu ; iti pemberiaan sanksi

umat Islam. Syirik
kerap diartikan memilik 3 i atu. Kata syirik berasal dari
bahasa Arab “syaraka” yang me artt mencampurkan dua atau lebih benda
yang berbeda seolah-olah sama.

Berikut beberapa poin yang menjadi ciri-ciri kesyirikan paling mencolok
sesuai dengan Alquran yaitu Berjalan bukan dijalan Allah SWT; Kehinaan dan
keagungan diri digantungkan kepada selain Allah SWT; Menjalankan hukum
yang diproduksi selain Allah SWT; Berusaha demi selain Allah SWT,;

Menjalankan serikat dengan selain-Nya; Menyokong kegiatan yang tidak diridai

Allah SWT; dan Gentar terhadap selain Allah SWT.
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Namun dalam sesi wawancara yang peneliti lakukan bersama Ahmad
Bahri, S.Pd selaku Pangngulu Kada atau pemuka adat di wilayah adat kalotok,
beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“memang jika ditinjau dari sisi agama, pemberian hukuman bagi pelaku

zina yaitu berupa hewan seperti kerbau dan ayam yang jumlahnya sudah
ditentukan dalam aturan adat bisa saja masuk dalam kategori syirik.”

Pada waktu yang sama informan juga memberikan penjelasan terkait

sanksi adat dan juga prosesi pelaks anksi adat yang dianggap mengarah ke

perbuatan syirik.

Ra prosesi mengarah
yang terpenting dari
gharap keberkahan
ang dilakukan oleh
enda berupa kerbau
jadi budaya turun-

gku adat men
X maka akan kita hapuska
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Adapun Hukuman bagi pelaku perzinahan dalam hukum islam berupa hukuman
dera, rajam maupun pancung. Hukuman diberikan dilihat dari kategori zina yang
dilakukan. Dari uraian yang telah dijabarkan dapat peneliti jelaskan bahwa
perbedaan hukum adat di wilayah adat kalotok dalam perspektif hukum islam
terletak pada sanksi atau pemberian hukuman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

dari table berikut:

Kerbau maupun

Hukum adat di ayam tergantung
wilayah adat kal~’ dari kriteria zina
110 dilakukan

an1 1an sanksi

kuman.

aKum Dera, rajam

maupun pancung
Hukum Islam tergantung dari zina

yang dilakukan

Gambar 4.4. Perbedaan Hukum bagi pelaku zina di wilayah adat kalotok dan
hukum islam.
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C. Hambatan Dalam Penelitian

Beberapa hambatan selama penelitian ini dilaksanakan diuraikan dalam
poin-poin sebagai berikut:
1. Beberapa informasi terkait perzinahan di wilayah adat kalotok tidak dijabarkan
karena terlalu sensitif dan informan juga tidak bersedia untuk menjawab hal-hal
tersebut sehingga peneliti tidak dapat memaksa jika informan tidak ingin

menceritakan hal-hal yang bersifa

2. Keterbatasan dala ebagai literatur terkait zina
dalam perspe der penelitian ini
sehingga pen dan juga berbagai
macam buku é
g peneliti gunakan
dalam pelaks: i arget penyelesaian

penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pemberian sanksi bagi
pelaku zina di wilayah adat kalotok dalam perspektif hukum islam dapat peneliti

simpulkan hasil penelitiaan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian kasu am wilayah adat kalotok. Pertama,

laporan atau aduan_g annya. Kedua, melakukan
kembali pen : 8 iga, menghadirkan
erkait pembicaraan

kasus terseb i gan melaksanakan

janda. Hukuman (hathhagi & mukhshon, yaitu dirajam atau

dilempari batu sampai ia mati. Rasulullah saw menanyakan kepada seorang
lakilaki yang mengaku berzina,” Apakah engkau seorang muhshon (sudah
menikah)? Orang itu menjawab,’Ya’. Kemudian Nabi bersabda
lagi,’Bawalah orang ini dan rajamlah’.” (HR Bukhori Muslim)

b. Zina ghairu mukhson yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah

menikah. Had (hukuman) bagi pelaku zina ghairu Mukhson di jilid atau di

cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun.

73
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3. Perbedaan terletak pada proses penyelesaian hanya terletak di pemberian
sanksi,hukum adat kalotok memberikan sanksi memotong kerbau, bahkan di
asingkan dari wilayah adat kalotok. Hukum islam memberikan sanksi berupa
rajan, dera, di usir, dan hukuman pancung.

B. Hambatan Penelitian

Beberapa hambatan selama penelitian ini dilaksanakan diuraikan dalam

poin-poin sebagai berikut:
1. Beberapa informasi {8 adat kalotok tidak dijabarkan

karena terlalu Orman juga tida menjawab hal-hal

tersebut sehi eneliti tidak orman tidak ingin
menceritakan
2. Keterbatas teratur terkait zina
dalam perspe der penelitian ini
sehingga penc dan juga berbagai
3. Peneliti juga menyadari bahwa U banyak waktu yang peneliti gunakan
dalam pelaksanaan penelitiaan ini sehingga melewati batas target penyelesaian

penelitian ini.

C. Saran

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantara lain

adalah: 1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
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wawasan pengetahuan terkait pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku zina di wilayah

adat kalotok yang ditinjau dalam perspektif hukum islam.

2. Bagi lembaga pendidikan khususnya Institut Agama Islam Negeri Palopo
(IAIN Palopo), dapat menambah literatur kepustakaan khususnya yang berkaitan

dengan pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku zina dalam perspektif hukum islam.
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Tabel 4.1 Metode Penelitian

Rumusan . Sumber . Keabsahan
No Masalah Jenis Data Data Teknik Data
1. | Bagaimana Penelitian ini - - Observasi | Triangulasi
peranan bersifat Pangngulu | - Wawancara | sumber data
hukum adat deskriptif Kada - primer dan
dan hukum kualitatif unutk | Kalotok Dokumentasi | diskusi yang
islam dalam menjelaskan - Tomaka digunakaq ur_1tuk
menyelesaikan tentang Kalotok mendeskripsikan
suatu perkara peranan - Tokoh peranan hukum
Jina di hukum adat Masyarakat adat dalam
: dan hukum Desa menyelesaikan
wilayah adat | ;o0 dajam _aakalotok suatu perkara
Kalotok? . g
menyele zina di wilayah
adat Kalotok
2. Triangulasi
bersifat sumber data
deskriptif sekunder dan
bahan
kepustakaan

wilayah ada
Kalotok.

yang digunakan
untuk
mendeskripsikan
peranan hukum
adat dalam
menyelesaikan
suatu perkara
zina di wilayah
adat Kalotok




INSTRUMEN WAWANCARA

Informan : Ahmad Bahri, S.Pd.

Jabatan : Pangngulu Kada Kalotok

Hari/Tanggal : Senin, 23 Mei 2020

Waktu

Tempat

:20.30 WITA

: Di Rumah Pangngulu Kada Kalotok

No.

) mengatur tentang
rmasuk didalamnya

gval dalam satu

Je melakukan
gkuhan atau perzinahan.
Vianungka (Mengunjungi laki-laki)
atau sebaliknya hingga melakukan
perselingkuhan atau perzinahan.

2. Jenis hubungan perzinahan yang
biasa terjadi yaitu antara lain:

a. Dua orang yang sama-sama sudah
mempunyai pasangan (selingkuh).

b. Lajang dengan Lajang.

c. Laki-laki yang sudah beristri dengan
gadis yang belum mempunyai
pasangan.

d. Hubungan sedarah.

e. Laki-laki yang sudah beristri dengan




janda.

Bagaimana proses penyelesaian
kasus perzinahan menurut
hukum adat kalotok?

Sebelum memberikan sanksi adat
terkait kasus perzinahan, diperlukan
ada bukti yang kuat dalam perkara
tersebut, adapun proses pengumpulan
informasi dalam Masyarakat Adat
Kalotok melalui beberapa tahapan,
yaitu:
1. Informasi atau pengaduan
masyarakat adat kalotok kepada
perangkat adat kalotok.
Remangku adat melakukan
langsung dalam hal ini

a0 oleh Pangngulu Kada
k Tomakaka
)i rumah kedua
pihak yang p melakukan
perzinahan syarakat setempat.

pai 3 kali, hal ini
rmasi yang didapat

pemangku adat. Untuk
engetahui kebenaran kasus
perzinahan.

4. Memasuki tahap akhir, dengan
menghadirkan semua pihak yang
bersangkutan diantaranya yang diduga
pelaku perzinahan, saksi, dan pihak
keluarga. Lalu memutuskan hukuman
yang di terima oleh pelaku dengan
musyawarah dan mupakat.




Apa saja sanksi adat bagi 1. Jika hubungan badan dilakukan oleh

pelaku zina di wilayah adat pria/wanita yang belum mempunyai

kalotok? pasangan sah atau masih lajang,
hukuman yang di berikan adalah di
nikahkan.

2. Jika hubungan badan dilakukan oleh
pria/wanita yang sudah mempunyai
suami/istri, hukuman yang diberikan
yaitu 1 ekor kerbau atau sapi yang
kisaran harganya mencapai Rp. 10.
000.000 untuk sambo siri’(untuk
gnutupi rasa malu)

ngan badan dilakukan oleh
gempunyai pasangan
ajang atau

n yang diberikan
atau sapi yang

p. 10. 000.000
ntuk menutupi rasa

adan dilakukan oleh
empunyai ikatan

man yang diberikan yaitu 2 ekor
kerbau atau sapi. 1 ekor kerbau untuk
sambo siri’ (untuk menutupi rasa
malu) dan 1 ekor kerbau untuk Pabissa
padang/ tondrok (cuci kampung)




INSTRUMEN WAWANCARA

Informan : Galigo Irwan

Jabatan

: Imam Desa Kalotok

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Mei 2020

Waktu

Tempat

:20.30 WITA

: Masjid Nurul Al-Jihad Kalotok

No.

Jawaban

kan hubungan

gan gadis yang belum mempunyai
pasangan.

d. Hubungan sedarah.

e. Laki-laki yang sudah beristri
dengan janda.




Bagaimana hukuman menurut 1. Jika perzinahan dilakukan oleh
kasus perzinahan menurut

hukum islam? pria/wanita yang belum mempunyai

ikatan perkawinan, hukuman yang
akan diberikan yaitu dinikahkan.
2. Jika perzinahan dilakukan oleh

pria/wanita yang sudah memounyai

ikatan pernikahan, hukuman yang

yaitu  dirgjam  atau
8, tanah sedalam leher
sampai mati.

an  dilakukan oleh
emiliki hubungan
ang harus diterima

an pancung.




Dokumentasi

Wawancara dengan Pangngulukada Kalotok :




Wawancara dengan Tokoh Agama (Imam Desa Kalotok) :




Wawancara dengan Tokoh Masyarakat :
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